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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab 

sebelumnya mengenai perjanjian kerja outsourcing dalam Undang-undang No. 

13 tahun 2003 yang ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Perjanjian kerja outsourcing terdapat 2 tahapan yaitu perjanjian antara 

perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing dan 

perjanjian kerja antara perusashaan outsourcing denga pekerja/buruh. 

Mengenai outsourcing ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

kriteria pekerjaan yang bisa di outsourcing kan. Namun, dalam realitanya 

masih ada perusahaan yang tidak menjalankan peraturan yang telah dibuat. 

Selain itu Undang-undang yang telah ada belum memberikan perlindungan 

yang kuat bagi pekerja/buruh outsourcing sehingga membuka peluang 

pengeksploitasian tenaga manusia yang tidak ada bedanaya dengan system 

kapitalis. 

2. Perjanjian kerja atau akad kerjaoutsourcing dalam undang-undang no 13 

tahun 2003 dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, 

namun apabila orang yang berakad telah sepakat dengan seluruh ketentuan 

isi kontraknya tetapi terdapat kecurangan atau penipuan dikemudian hari 

maka akad tersebut batal.Keadilan dalam pengupahan outsourcing 

berdasarkan praktiknya, buruh mendapatkan upah dibawah standar upah 
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minimum meskipun perusahaan pemberi pekerjaan memberikan upah yang 

jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh juga mengambil keuntungan. Jelas hal ini bertentangan 

dengan prinsip hukum islam yang menjunjung tinggi keadilan. Maka 

untuk perlindungan pekerja/buruh sudah seharusnya pemerintah 

mengeluarkan peraturan yang menetapkan jumlah persentase potongan 

maksimal yang boleh dilakukan perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh.Perlindungan kesejahteraan pekerja yang di dalamnya 

menyangkut mengenai kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan keamanan 

kerja Negara yang wajib memberikan perlindungan. Setiap pekerja berhak 

mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, moral, dan 

kesusilaan. Fakta di lapangan masih banyak perusahaan yang tidak 

menerapkan norma K3 yang berupa alat pelindung diri. Seharusnya 

pekerja outsourcing mendapatkan upah yang layak, tetapi kenyataannya 

mereka diberi upah lebih rendah dari UMR. Para pekerja juga tidak 

mendapatkan jaminan sosial.  

 

B. Saran 

Ketenagakerjaan ataupun perburuhan merupakan peristiwa muamalah 

yang telah mendominasi kehidupan dalam masyarakat, dan merupakan hal 

yang tidak dapat dihindaran dalam aktifitas kehidupan. Oleh karena itu, 

terkhusus di Indonesia sebagai sebuah Negara yang sedang bergerak menuju 

ke arah masyarakat industri, problematika relasi pemberi upah (majikan) dan 
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pekera/buruh merupakan suatu keniscayaan yang harus disikikapi secara arif 

dan adil. 

Mengenai sistem perjanjian kerja sudah selayaknya tidak hanya 

menekan kan pada formalitas teknis saja. Akan tetapi juga harus diatur 

sedemikian rupa mengenai etika prilku ekonominya. Karena pada dasarnya 

perjanjian kerja mengatur hubungan antar manusia yaitu makhluk yang 

memiliki martabat dan budi pekerti.  

 

 

 

 

 


